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WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 34 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

Menimbang

Mengingat

GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa untuk mengakomodir perubahan nomenklatur perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Gunungsitoli Nomor 1 Tahun
2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50359);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  3935)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun
2011-2031(Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota
Gunungsitoli Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 395);

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Gunungsitoli Nomor 1
Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor
34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi, diubah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Gunungsitoli diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

2. Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli
diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Gunungsitoli.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd
AGUSTINUS ZEGA
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,
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